
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.624, 2017 LEMSANEG. Tingkat Pengamanan Persandian. 

Penilaian dan Penetapan Nilai. Perubahan Ke-7.  
 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS 

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 

TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI 

TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan 

pemerintahan dibidang persandian telah dirumuskan 

dalam susunan perangkat daerah; 

b.  bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, telah melakukan perubahan 

struktur organisasi dan tata kerja; 

   c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan 

Nilai Tingkat Pengamanan persandian sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala Lembaga 

Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
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Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan 

Persandian dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu 

diubah; 

   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,  perlu 

membentuk Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara 

tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Kepala 

Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat 

Pengamanan Persandian; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 123); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang 

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan 

Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 124); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang 

Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan 

Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 125);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
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Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 16); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden 

Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 11); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 

OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Sandi Negara Nomor 14 tahun 2016 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara 

Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1785); 

13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai 

Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir  dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Lembaga 

Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan 

Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1947); 

14. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1591); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) 

16. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590);  

17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit 

Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan 

Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1314);  

18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan 
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Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN KEPALA 

LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT 

PENGAMANAN PERSANDIAN. 

 

Pasal I 

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat 

Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 76) yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Kepala: 

a. Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 480); 

b. Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 719); 

c. Nomor 8 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 308); 

d. Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1030); 

e. Nomor 13 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1211); 

f. Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1947); 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Tunjangan pengamanan persandian diberikan 

kepada Pegawai Negeri yang diangkat sebagai 

pengelola pengamanan persandian di lingkungan 
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instansi pemerintah pusat dan daerah yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang 

pengamanan persandian. 

(2) Instansi pemerintah yang mendapatkan tunjangan 

pengamanan persandian meliputi: 

a.  Lembaga Sandi Negara; dan 

b.  Instansi Pemerintah lain yang sudah membentuk 

Unit Teknis Persandian atau melaksanakan 

fungsi persandian dalam rangka mendukung 

pengamanan berita rahasia. 

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. Kementerian Dalam Negeri; 

b. Kementerian Luar Negeri; 

c. Kementerian Pertahanan; 

d. Kementerian Perdagangan; 

e. Kejaksaan Republik Indonesia; 

f. TNI; 

g. POLRI; 

h. BIN; 

i. Badan Informasi Geospasial; 

j. BATAN; 

k. Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

l. Kementerian Sekretariat Negara; 

m. Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan; 

n. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

o. Badan Keamanan Laut; dan 

p. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

 

2. Mengubah Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi 

Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian 

dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan persandian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
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Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan 

Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat 

Pengamanan persandian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1947), sehingga menjadi 

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 April 2017 

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

 

ttd 

 

DJOKO SETIADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Mei 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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